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ABSTRAK

Penyadapan pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, hal ini dikarenakan penyadapan melanggar hak privasi seseorang
dalam menyimpan data pribadi. Namun disisi lain, Penyadapan digunakan oleh
aparat penegak hukum untuk mencegah akan terjadinya suatu tindak pidana serta
menemukan  bukti-bukti  telah terjadinya tindak pidana. Pertimbangan
dilakukannya penyadapan adal ah kejahatan-kejahatan tersebut biasanya dilakukan
secara terorganisir dan pembuktiannya sangat sulit untuk dilakukan. Kewenangan
penyadapan terdapat dalam undang-undang namun mekanisme penyadapan tidak
disebutkan secara rinci dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, perlu
dikai lebih mendalam terkait mekanisme penyadapan serta apakah penyapadan
dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus dapat dibenarkan.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (library research)
dengan melakukan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan
penyadapan dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus. Penulis
menggunakan metode analisa kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder
berupa undang-undang, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan
dengan ketentuan penyadapan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik untuk
menggambarkan kesesuaian teori due process of law dan teori pembuktian dengan
ketentuan penyadapan yang terdapat dalam undang-undang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
mekanisme penyadapan diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup.
Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik
mengajukan surat permohonan kepada pimpinan lembaga yang akan melakukan
penyadapan. Pada tahap selanjutnya penyidik meminta izin tertulis kepada ketua
pengadilan negeri, setelah pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum
penyidik menyetujui tindakan penyadapan, maka penyidik dapat memulai
tindakan penyadapan. Ditinjau dari cara mendapatkan aat bukti, pada dasarnya
tindakan-penyadapan tidak dibenarkan karena melanggar hak privas seseorang
dalam menyimpan informas pribadi, namun jika dikaitkan dengan hak asas
manusia, pembatasan terhadap hak asasi seseorang dapat dilakukan oleh negara
melalui undang-undang, sehingga penyadapan yang dilakukan sesuai dengan
aturan yang telah diatur dalam undang-undang dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Penyadapan, Pembuktian, Tindak Pidana Khusus
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak besar pada
pola kehidupan masyarakat dalam bernegara. Perkembangan tersebut dapat
dimanfaatkan untuk diambil nilai-nilai positifnya namun harus memperhatikan
nilai-nilai negatif dari perkembangannya agar pola kehidupan masyarakat dalam
bernegara tetap dapat dikontrol dengan baik.

[Imu pengetahuan dan teknologi sangat berperan dalam perkembangan
hukum di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia sudah menyadari hal tersebut
sehingga adanya ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
dalam Pasal 103 yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai Bab
VIHI buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-
undang ditentukan lain”.! Dengan adanya pasal 'di aias menjadikan hukum pidana
dapat mengikuti perkembangan zaman, baik dalam ha pemanfaatan teknologi
maupun kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur sepenuhnya olen KUHP dan
dapat diatur secara khusus di luar KUHP. Sehingga ketentuan ini yang menjadi
dasar berlakunya Hukum Pidana Khusus di Indonesia. Demikian halnya dengan
Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP) memberikan toleransi berlakunya hukum acara pidana khusus

! Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) yang berbunyi “Dalam waktu dua
tahun setengah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara
diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara
mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-
undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”?
Dengan demikian kedua peraturan tersebut telah memberi asas legdlitas
kemungkinan timbulnya penyimpangan baik dalam asas-asas hukum pidana
materiil maupun hukum acara pidananya (hukum formil).>

Adapun ciri dari hukum pidana khusus adalah hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil yang berada di luar KUHP. Hukum pidana khusus ini
memuat norma, sanksi dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena
kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dan
anasir-anasir kejahatan inkonvensional .’

Untuk mencapal tujuan dari hukum itu sendiri yaitu menciptakan tatanan
masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan,® maka hukum
pidana khusus mengikuti. perkembangan yang ada, karena semakin pesat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin beragam pula kejahatan
yang terjadi.” Pemanfaatan perkembangan teknologi juga dilakukan untuk

mengungkap suatu kejahatan, salah satunya dengan cara melakukan penyadapan.

2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

% Sulistyanta, “Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana,”
Jurnal Dinamika HukumVol. 13 No 02 (Me 2013).

“ Ach. Tahir, Pengantar Hukum Pidana Khusus (Y ogyakarta: SUKA-Pres, 2012), him. 4.
® Budi Ruhiatudin, Pengantar Ilmu Hukum (Y ogyakarta: Cikrawala Media, 2013), him.



Penyadapan berasal dari kata sadap yang berarti mendengar (merekam)
informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan
orangnya.® Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa penyadapan atau intersepsi
adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah,
menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen
elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi
mauipun nirkabel, seperti elegtromagnetis atau radio.”

Pertimbangan dilakukannya penyadapan adalah keahatan-kejahatan
tersebut biasanya dilakukan secara terorganisir dan pembuktiannya sulit
dilakukan.® Selain itu penyadapan juga dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan
dengan aparat hukum yang cepat dan sigap, namun jika keahatan terindikasi
sudah dilakukan, maka penyadapan dilakukan untuk upaya pembuktian di
persidangan.

Namun, pada hakikatnya penyadapan merupakan tindakan yang melanggar
hak privas ‘seseorang, dapat dilihat dalam. Pasal - 28F Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informas untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosidnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan

® https://kbbi.web.id/sadap, akses 18 April 2019.
" Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8 Eddy O.S. Hiarigj, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), him.22.



segala jenis saluran yang tersedia”.® Kemudian aturan tentang larangan tindakan
penyadapan terdapat dalam Pasal 40 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan
kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan
telekomunikasi dalam bentuk apapun.”*® Uraian di atas dapat diartikan bahwa
tindakan penyadapan termasuk dalam tindak pidana dan melanggar kebebasan
seseorang.

Ketentuan hukum tersebut menyatakan bahwa tindakan penyadapan
merupakan tindakan yang dilarang walaupun dilakukan dalam bentuk apapun dan
serahasia apapun. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 40 UU No. 36
Tahun 1999 bahwa “,... Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang
adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.”
Dasar dari pelarangan tindakan penyadapan tidak lain karena memang hak untuk
berkomunikasi dan bertukar informasi merupakan hak pribadi yang mendapatkan
perlindungan hukum. Uniknya, dalam penjelasan Pasal 40 tersebut diberikan
definisi tentang penyadapan /yaitu “kegiatan memasang alat atau perangkat
tambahan pada jaringan telekomunikasi- untuk tujuan mendapatkan informasi
dengan cara tidak sah.” Berangkat dari definisi tersebut, penyadapan dalam
kacamata UU No. 36 Tahun 1999 (secara khusus Pasal 40) dipandang sebagai
tindakan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum dengan tujuan untuk

mendapatkan informasi melalui pemasangan adat sadap pada jaringan

® Undang-undang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun 1945,
1% Yndang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.



telekomunikasi. Artinya perbuatan tersebut dilakukan memang dengan tujuan
untuk merugikan orang lain dan sangat berbahaya bagi kepentingan publik.™
Disisi lain ada beberapa lembaga di Indonesia yang memiliki wewenang
untuk melakukan penyadapan, diantaranya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK),"? Badan Intelijen Negara (BIN),*® Badan Narkotika Nasional (BNN),*
Kepolisian dan Kejaksaan.™ Wewenang tersebut diberikan untuk menegakkan
supremasi hukum sebagaimana dalam konsep (due process of law). Sedangkan
tindak pidana khusus yang diperbolenkan melakukan penyadapan menurut
undang-undangnya adalah sebagal berikuit:
a. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
b. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana T erari sme menjadi ‘Undang-undang.
C. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana.Pencucian Uang.

™ Hwian Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana,”
Jurnal Hukum PRIORIS. Vol. 5 No. 2 (2016).

2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Pasal 12 huruf a.

" Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang I ntelijen Negara, Pasal 31.
* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 huruf i.

' Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 42 ayat (2)
huruf a.



d. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

f.  Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang.

Dari peraturan perundang-undangan di atas tidak dijelaskan secara rinci
terkait mekanisme atau prosedur dan tolak ukur dari tindakan penyadapan tersebut
dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan maupun pembuktian, sehingga
tindakan ini dapat disalahgunakan yang berujung pada pelanggaran hak privasi
seseorang.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas topik ini
dengan judul KETENTUAN PENYADAPAN DALAM PEMBUKTIAN

TINDAK PIDANA KHUSUS.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
adal ah sebagal berikuit:
1. Bagaimana ketentuan dan mekanisme penyadapan pada tindak pidana
khusus di‘Indonesia?
2. Apakah penyadapan dalam pembuktian tindak pidana khusus dapat

dibenarkan?



C. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

a.  Untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme penyadapan pada tindak
pidana khusus serta mengetahui batasan-batasan dalam melakukan
penyadapan.

b. Untuk mengetahui kebenaran tindakan penyadapan dalam upaya
pembuktian tindak pidana khusus serta urgensinya dalam penegakkan
hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Pendlitian

a. Secarateoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
kepada akademisi berupa ilmu pengetahuan dan pemikiran khususnya
dalam bidang hukum pidana Selain itu, penelitian ini sebagal
kontribus dalam pengembangan hukum pidana dan diharapkan dapat
mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih- kritis dalam menyikapi
penegakkan hukumdi Indonesia.

b. Secarapraktis
1) Dapat menambah wawasan dan mengembangkan pola pikir ilmiah

penulis dalam melakukan penelitian sekaligus menjadi acuan untuk
kajian penelitian berikutnya.
2) Sebagai sumbangan keilmuan dalam perkembangan hukum pidana

di Indonesia bagi masyarakat secara umum.



D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan telaah pustaka untuk
menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.
Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan berupa skripsi, jurnal, maupun
artikel yang hampir memiliki kemiripan namun berbeda dalam kajian dan analisa
yang penulis lakukan pada penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang memiliki
kemiripan tersebut adalah sebagal berikut:

Pertama, Skrips yang ditulis oleh Tituk Rindi Astuti yang berjudul
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU No.
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik® membahas tentang
kekuatan hukum alat bukti sadap dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008. Dalam
skripsi ini pulamenganalisis aat bukti penyadapan menggunakan tinjauan Hukum
Pidana Islam. Kessimpulan dari skripsi ini adalah alat bukti sadap dapat dijadikan
salah satu aat bukti pelengkap di persidangan, dalam Hukum Pidana Islam sendiri
menerima alat bukti sadap sebagal alat bukti yang sah. Sedangkan skripsi yang
penulis angkat adalah pembahasan terkait proses ataupun mekanisme penyadapan
dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus. Sehingga: adanya perbedaan
antara penyadapan sebaga adat bukti dengan proses penyadapan dalam upaya

pembuktian.

'8 Tituk Rindi Astuti, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan
Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Skripsi, Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).



Kedua, Skripss yang ditulis oleh R. Ahmad Noor yang berjudul
Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islan* membahas
tentang kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam perspekif
Hukum Pidana Islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penyadapan yang
dilakukan oleh KPK hanya bisa dilakukan terhadap tersangka yang telah terdapat
bukti awal yang cukup. Dalam Islam penyadapan diperbolehkan asal untuk tujuan
memberantas kemungkaran, sehingga penyadapan yang dilakukan oleh KPK
diperbolehkan. Dalam hal ini tampak perbedaan dari substansi pembahasan yang
penulis lakukan, yaitu penulis menganalisis tindakan penyadapan dalam upaya
pembuktian bukan pada kewenangan melakukan penyadapan dari instansi tertentu
dan perbedaan yang tampak jelas pula penulis menggunakan tinjauan yuridis
bukan tinjauan Hukum Pidana Islam.

Ketiga, Skrips yang ditulis oleh Titin Puspita Sari dengan judul Analisis
Konstrukss Hukum Upaya Paksa Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korups (Telaah Undang-
undang Nomor 30 Tahun. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korups)* mengkaji tentang penyadapan yang dilakukan oleh KPK dilakukan
mulai dari tingkat penyelidikan sampai penuntutan. Penyadapan pada dasarnya

merupakan pelanggaran hak tersangka atau terdakwa, oleh karena itu dalam

" R. Ahmad Noor, “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”,
Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2010).

'8 Titin Puspita Sari, “Analisis Konstruksi Hukum Upaya Paksa Penyadapan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Telaah Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010).
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pelaksanaannya di lapangan harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka atau
terdakwa. Tapi ada patokan dasar yang dapat menjadi acuan yaitu penyadapan
dilakukan berdasarkan kebutuhan (need) agar hasil penyadapan dapat akurat dan
penyadapan dilakukan dengan tujuan (goal) untuk mengungkap tindak pidana
korupsi. Dengan demikian yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini terletak
pada objek penelitiannya, yaitu peneliti membahas terkait penyadapan yang ada
pada tindak pidana khusus dan tidak terpusat pada penyadapan yang dilakukan
oleh KPK sgja, sehingga penyadapan dalam upaya pembuktian pada penelitian ini
membahas tindak pidana khusus diluar tindak pidana korupsi juga.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Hwian Christianto dengan judul
Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana™® mengkaji tentang
tindakan penyadapan yang pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilarang
dalam hukum pidana, akan tetapi tindakan ini sangat perlu dilakukan dalam proses
penegakkan hukum terutama terkait kegahatan yang sulit dibuktikan dengan
menggunakan lembaga penegak hukum lainnya. Disinilah letak pentingnya
tindakan penyadapan sehingga diperlukan pemahaman. yang komprehensif dan
langkah bijak agar pelaksanaan tindakan penyadapan tetep -memperhatikan
keseimbangan kepentingan hukum. Dalam artikel ini lebihh menekankan pada
urgens dari tindakan penyadapan, sehingga perbedaan dengan pendlitian ini
adalah penulis tidak hanya mengacu pada urgensi dari tindakan penyadapan

namun membahas mekanisme dari tindakan penyadapan tersebut.

¥ Hwian Christianto, Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana,
Jurnal Hukum PRIORIS. Vol. 5 No. 2 (2016).
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E. Kerangka Teoretik
1. Teori due process of law (proses hukum yang adil)

Daam perkembangan ilmu hukum pidana teori due procces of law
diartikan sebagal seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum, sebagai
standar beracara yang berlaku secara universal.*® Menurut teori ini proses beracara
pada hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Demikian pula hukum pidana khusus yang memiliki ketentuan khusus dalam
bentuk undang-undang di luar KUHP, namun apabila ketentuan beracaranya tidak
diatur secara khusus maka untuk menerapkan hukum formilnya akan kembali
mengacu pada KUHAP, sehingga terciptanya keadilan yang subtantif. Due
process of law juga mengandung adanya perlindungan dan penegakan Hak Asasi
Manusia, oleh karenaitu dalam due process of law tidak memperbol ehkan adanya
pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna
menegakkan hukum yang lainnya.®

Untuk mencapal tujuan KUHAP yaitu due process of law, maka ada
sepuluh  asas yang harus dikembangkan . dan -dijadikean pedoman dalam
pel aksanaan KUHAP yang benar-benar memperhatikan dan melindungi hak asasi
manusi a, adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Perlakuan sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;

b. Pradugatak bersalah;

c. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan rehabilitasi;

% gSyaiful Bakhri, Sstem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan,
Teori, dan Praktik Peradilan (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2014), him. 90.

2l Diah Ratna Sari Hariyanto, Due Process of Law dalam KUHAP di Indonesia,
Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali (Januari, 2017).
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d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;

e. Hak kehadiran terdakwa di pengadilan;

f. Peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana;

g. Peradilan yang terbuka untuk umum;

h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, penangkapan,
penahanan, penggeledahan dan penyitaan, harus didasarkan pada
undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;

i. Kepada tersangka, sgak saat dilakukan penangkapan dan atau
penangkapan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum
dan apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan
haknya, termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan
penasehat hukum.?

Asas-asas di atas adalah cerminan dari terciptanya due process of law,
sehingga terciptanya proses peradilan yang adil, baik di dalam KUHAP maupun
undang-undang lain yang diatur secara khusus.

2. TeorisPembuktian

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan = mempunyai beberapa
pengertian, yaitu arti logis, konvensiona, dan yuridis. Pertama, membuktikan
dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku
bagi setigp orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua,

pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat

2 Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana
di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, Jurnal, FIRTAH Vol. 01 No. 01 (Januari-
Juni, 2015).
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nisbi atau relatif. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis adalah memberikan
dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang
bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwva yang
digjukan.?®

Pada setiap definisi pembuktian setidaknya ada lima hal yang diulas terkait

parameter hukum  pembuktian, masing-masing adalah  bewijstheorie,
bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast dan bewijskracht.

a. Bewijstheorie

Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipaka sebagal dasar

pembuktian oleh hakim di pengadilan. Menurut Ramelan, teori ini dibagi menjadi
empat kategori, yaitu:

1) Pertama adalah teori (system) positief wettelijk bewijstheorie, yaitu
teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara positif,
artinya bahwa pembuktian hanya berdasarkan alat-alat bukti yang telah
tercantum dalam undang-undang.

2) Keduaadalah teori (system) conviction intime yang berarti pembuktian
dilakukan hanya berdasarkan keyakinan hakim.

3) Ketiga adalah teori (system) conviction raisonee yang artinya dasar
pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas

alasan yang logis.?*

% Eddy O.S. Hiarigj, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 6-7.

# Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Cetakan Ke-1
(Bandung: PT. Alumni, 2012), him. 77.
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4) Keempat adalah teori (system) negatief wettelijk bewijstheorie yaitu
pembuktian yang dilakukan berdasarkan undang-undang secara
negatif, teori ini untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan
suatu tindak pidana yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan terdakwal ah yang bersalah mel akukannya.®®

b. Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen adalah kekuatan alat-alat bukti yang digunakan untuk

membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengena apa sgja yang
menjadi alat bukti diatur dalam hukum acara.®®

c. Bewijsvoering

Secara harfiah Bewijsvoering diartikan sebagal penguraian cara bagaimana

menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.?” Bahwa informasi
yang didapatkan tetepi didapatkan secara bertentangan dengan hukum boleh sgja
dipergunakan atau dibuka tetapi tidak dapat dipergunakan sebagal alat bukti di
pengadilan.?®

d. Bewijslast

Bewijdlast atau burden of proof adalah pembagian beban pembuktian yang

diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan sesuatu peristiwa hukum.

% Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik, Cetakan
Ke-2 (Bandung: PT. Alumni, 2012), him. 98.

% Eddy O.S. Hiarigj, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 15-17.
" 1bid., him. 20.

% Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Hak Asas Tersangka Pidana (Jakarta: PT.
Kharisma Putra Pratama, 2015), him. 282.

# Eddy O.S. Hiarigj, Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 22.
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e. Bewijskracht
Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing
alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian
tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menila dan menentukan
kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan aat bukti yang lain.*
F. Metode Pendlitian
1. JenisPendlitian
Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah library
research atau penelitian pustaka yaitu memuat uraian sistematis tentang teori
dasar yang relevan terhadap tindakan penyadapan dan hasil penelitian sebelumnya
yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep, atau
pendekatan terbaru yang berhubungan dengan tindakan penyadapan.*
2. Sifat Penelitian
Sifat penélitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif analitik. Dalam pendlitian ini  penulis akan menelaah dan
mendeskripsikan ' masal ah yang menjadi objek Kajian pendlitian ini yaitu tindakan
penyadapan dan tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan
sertamenganalisis isi dan struktur hikum positif yang befl aku ®

3. Pendekatan

%0 |bid., him. 25.

3 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2012), him. 294.

%2 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV. Mandar Maju,
2008), him. 91.
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Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya
menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan
hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.*® Dengan demikian penulis
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dan mengadakan
penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan
dengan ketentuan penyadapan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif yang dikaji adalah data sekunder,
dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Dalam
penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-
Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-
undang Hukum. Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
Undang-undang No. 36 Tahun-1999 tentang Telekomunikasi, Undang-
undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaksi
Elektronik, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 5 Tahun

3 |bid., him. 89.
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2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menjadi Undang-undang, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-
undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No.
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-
buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh
(de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana,
yurisprudensi, dan hasil-hasil ssmposium mutakhir yang berkaitan
dengan tindakan penyadapan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Ensiklopedia dan laindain/

5. AnalisisData

Andlisis data yang penulis lakukan dengan cara mengumpulkan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya yang

berkaitan dengan tindakan penyadapan kemudian penulis menganalisis secara

% Johnny lbrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2012), him. 295-296.
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kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil dari analisis tersebut diolah yang
selanjutnya dinyatakan secara deskriptif dan terakhir penulis menguraikannya
secara sistematis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar
hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap penyadapan dalam upaya
pembuktian tindak pidana khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menguraikan pembahasan
terkait penelitian ini secara sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri
dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, adalah BAB | berisi pendahuluan yang membahas tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah BAB Il berisi pembahasan tentang teori due process of
law dan teori pembuktian.

Bab ‘ketiga, adaah BAB Il beris pembahasan tentang ketentuan
penyadapan yang ada pada tindak pidana khusus. Pembahasan ini-diawali dengan
pengertian penyadapan, aturan-aturan yang berkaitan dengan penyadapan, serta
mekanisme penyadapan yang dilakukan padatindak pidana khusus.

Bab keempat, adalah BAB IV beris andisis terhadap ketentuan
penyadapan dalam upaya pembuktian tindak pidana khusus.

Bab kelima, adalah BAB V berisi penutup, meliputi kesimpulan dari hasil

penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian pada bab-bab sebelumnya penulis berkesimpulan bahwa:

1. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penyadapan disebut
ke dalam dua kategori, yaitu penyadapan sebagal tindak pidana yang
tercantum dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan Undang-undang tentang Telekomunikasi, juga disebut
sebagai wewenang aparat penegak hukum dalam mencegah dan
memberantas tindak pidana khusus yang sangat sulit untuk dibuktikan
yaitu pada Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Teorisme, Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak
Pidana Narkotika, dan Tindak Pidana Psikotropika. Mekanisme
penyadapan dalam hal mencegah dan memberantas kejahatan diawali
dengan adanya bukti permulaan yang cukup yatu dugaan keras akan
terjadinya suatu-tindak pidana atau telah terjadi suatu- tindak pidana.
Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut penyidik
mengajukan surat permohonan kepada pimpinan lembaga yang akan
melakukan penyadapan. Pada tahap selanjutnya penyidik meminta izin
tertulis kepada ketua pengadilan negeri, setelah pengadilan negeri yang
berada di wilayah hukum penyidik menyetujui tindakan penyadapan, maka

penyidik bisalangsung memulai tindakan penyadapan tersebut. Dalam hal
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keadaan mendesak dan tidak dimungkinkan untuk meminta izin terlebih
dahulu kepada ketua pengadilan, penyadapan dapat dilakukan terlebih
dahulu, dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang
penyidik harus menyusulkan permohonan tertulis kepada ketua
pengadilan. Namun sedikit berbeda pada tindak pidana korupsi, dalam
prosedurnya tidak meminta izin kedapa ketua pengadilan, melainya atas
persetujuan 5 (lima) pimpinan KPK, tindakan penyadapan dapat
dilakukan. Jangka waktu penyadapan dalam setiap tindak pidana berbeda-
beda sesuai dengan tingkat kejahatan dan tingkat kesulitan penyidik dalam
menemukan bukti-bukti terjadinyatindak pidana.

. Ditinjau dari cara mendapatkan alat bukti (bewijsvoering), pada dasarnya
tindakan penyadapan tidak dibenarkan karena melanggar hak privasi
seseorang dalam menyimpan informas pribadi, namun jika dikaitkan
dengan hak asas manusia yang derogable maupun non-derogable,
pembatasan terhadap hak asasi seseorang dapat dilakukan oleh negara
melalui aparat penegak hukum karena ke ahatan yang dilakukan tergolong
sebagal kejahatan luar biasa sehingga perlu adanya upaya fuar biasa untuk
mengungkap  kejahatan tersebut. Adanya peraturan dalam batasan
wewenang melakukan penyadapan merupakan upaya untuk tidak
membiarkan aparat penegak hukum melakukan kesewenang-wenangan,
sehingga penyadapan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah

diatur dalam undang-undang dapat dibenarkan dan tergolong prosedur
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yang fair serta mencerminkan proses hukum yang adil (due process of

law).

B. Saran
Setelah penulis melakukan penelitian dan pengkagjian terkait penyadapan
sebagal upaya pembuktian tindak pidana khusus secara mendalam, penulis
memiliki saran, diantaranya yaitu:

1. Tindakan penyadapan menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah,
kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyadapan harus
benar-benar profesional dan tepat sasaran. Dengan kewenangan yang
begitu besar mengakibatkan masyarakat khawatir akan adanya
kesawenang-wenangan dalam melakukan penyadpaan. Oleh karena itu
perlu adanya undang-undang untuk menghukum aparat penegak
hukum yang melakukan kesewenang-wenangan dalam melakukan
penyadapan. Hal tersebut menjadi seimbang dengan kewenangan yang
besar menjadi dibatasi dengan adanya hukuman berat untuk penegak
hukum yang-benar-benar menyal ahgunakan kewenangan penyadapan
tersebut.

2. Perlu adanya undang-undang untuk mengatur mekanisme keberatan
jika terdapat pihak yang dirugikan atas tindakan penyadapan yang
dilakukan penyidik namun tidak terbukti jika akan terjadi atau telah

terjadi suatu tindak pidana.
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